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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 40 TAHUN 2017 

TENTANG 

TATA CARA PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

DAN APARATUR SIPIL NEGARA 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi Internal 

menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu 

mengatur mengenai tata cara pelaporan harta kekayaan 

Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara;  

  b. bahwa tata cara pelaporan harta kekayaan Penyelenggara 

Negara dan Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan Kementerian sehingga 

perlu untuk diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang 

Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
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Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

2.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republk Indonesia Nomor 3874) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 

4150); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

4.  Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4890); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang 

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

7.  Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 
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Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TENTANG TATA CARA PELAPORAN HARTA KEKAYAAN 

PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda 

bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak 

berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang 

dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Aparatur 

Sipil Negara atau Penyelenggara Negara beserta 

istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan 

Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara, baik 

atas nama Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara 

Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan 

selama Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara 

memangku jabatannya. 

2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang 

selanjutnya disingkat LHKPN adalah Laporan dalam 

bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian 

dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data 

pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data 

lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 

3. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang 

selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh 

harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta 

pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan dan 
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dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah 

ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi. 

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut 

KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan 

tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas 

dari pengaruh kekuasaan manapun. 

6. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh 

Penyelenggara Negara kepada KPK. 

7. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh 

Penyelenggara Negara kepada publik. 

8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji 

kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kewajaran 

Harta Kekayaan yang dicantumkan di dalam LHKPN. 

9. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut 

PPK adalah Menteri. 

11. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

12. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 

13. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan 

Reformasi Birokrasi Internal menuju wilayah bebas dari 

korupsi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

 

Pasal 3 

(1) Menteri berwenang melakukan pengelolaan dan 

pembinaan penyampaian LHKPN di lingkungan 
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Kementerian. 

(2) Dalam melakukan pengelolaan dan pembinaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri 

menetapkan jabatan wajib lapor LHKPN.  

(3) Dalam melakukan pengelolaan dan pembinaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri 

mendelegasikan kepada Sekretaris Jenderal. 

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) Sekretaris Jenderal dibantu oleh unit pengelola 

LHKPN.  

(5) Unit pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) terdiri atas: 

a. Admin Instansi; dan 

b. Admin Unit Kerja.  

(6) Admin Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

huruf a adalah Inspektorat Jenderal dan biro yang 

menangani kepegawaian.  

(7) Admin Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

huruf b berkedudukan di masing-masing unit utama 

yang menangani kepegawaian dan berjumlah paling 

sedikit 1 (satu) admin. 

 

Pasal 4 

(1) Penyelenggara negara di Iingkungan Kementerian wajib 

melaporkan harta kekayaan yang dimiliki.  

(2) Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas: 

a. pejabat eselon I dan yang disetarakan; 

b. pejabat eselon II dan yang disetarakan; 

c. pejabat eselon II dan yang disetarakan; 

d. pejabat eselon IV dan yang disetarakan; 

e. pejabat perbendaharaan; 

f.  auditor; 

g. pejabat pengadaan barang dan jasa; dan 

h. panitia pengadaan barang dan jasa. 

(3) Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, tercantum 
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